
 

 

              ABSTRAK 

 

M. Cecep Bunawar TB, Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pelaksanaan 

“TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG ISBAT NIKAH” di 

wilayah hukum Pengadilan Agama Purwakarta, yaitu faktor- faktor penyebab nikah 

siri, pertimbangan hukum yang diberikan hakim dan solusi untuk memutus mata 

rantai praktek nikah siri. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan 

pendekatan studi kasus (case approach), sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, 

dan Objeknya adalah putusan penetapan Pengadilan Agama Purwakarta tentang isbat 

nikah. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan panitera 

Pengadilan Agama Purwakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri 

yang diisbatkan nikahnya di Pengadilan Agama Purwakarta sebanyak 550 perkara 

sejak tahun 2019 sampai tahun 2021semuanya pernikahan siri yang terjadi setelah 

berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun tahun 1974. Pertimbangan hukum yang 

diberikan hakim dalam memutus perkara isbat nikah umumnya untuk memelihara 

mashlahat individu dari pelaku nikah siri, yaitu memelihara keturunan. Akibat dari 

dipermudahnya pelaksanaan isbat nikah menimbulkan mafsadah yang lebih umum, 

yaitu menghalangi upaya memutus mata rantai praktek nikah siri dan mengurangi 

kesadaran hukum masyarakat dalam mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan 

Agama. Menurut kaidah fikih harus didahulukan menghindarkan mafsadah 

daripada mengambil maslahat. Untuk itu perlu diambil jalan tengah, dengan cara 

melakukan pembatasan isbat nikah yang tegas sesuai perkembangan zaman, yaitu : 

pertama nikah siri yang bisa diisbatkan adalah nikah siri yang dilakukan sebelum 

tahun 2015, sebab sejak tahun 2015 efektif berlaku pernikahan gratis di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan, baik orang miskin maupun orang kaya. Kedua, hakim 

harus menolak isbat nikah terhadap nikah siri yang dilakukan sejak tahun 2015, dan 

memerintahkan mereka agar melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama. 

Ketiga, terhadap anak-anak yang dilahirkan selama nikah siri agar dimohonkan 

penetapan asal usul anak. Solusi ini bertujuan untuk melahirkan kesadaran hukum 

masyarakat untuk mencatatkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama dan pada 

akhirnya mafsadah terhindarkan dan maslahat keluarga pun terjamin. 
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          ABSTRACT 

THE LEGALIZATION OF UNREGISTERED MARRIGE THROUGH 

ISBAT MARRIAGE 

   (Analytical Study of Verdict Implementation by Religious Court in Purwakarta) 

This study aimed to reveal the legal practice of unregistered marriage through isbat 

marriage conducted by Religious Court in Purwakarta related to the factors of 

unregistered, law consideration given by judges and the solutions to cut off the 

practice of unregistered marriage. The study is empiric research using the case 

approach and the character of this study is descriptive analytical. The object of 

this study is the verdict of Religious Court in Purwakarta about the legalization of 

unregistered marriage. The primary data was obtained by interviewing judges and 

clerks of Religious Court in Purwakarta. The result indicated that the marriage can 

be legalized reaching 550 cases from 2019 till 2021 is all the mirage after publishing 

of constitution number 1 Year 1974. The consideration law given by judge to 

verdict of isbat marriage actually to retrieve the benefit (mashlahat) of human 

individual when the couple were conducting the unregistered marriage to extend 

descendants. The convenient of conducting the isbat marriage impacted flaw 

(mafsadah) in general. The defect of isbat marriage is preventing to cut off the 

unregistered marriage and reducing the will of people to register their marriage into 

Religious Court. According to the principle of Islamic law, avoiding the flaw is 

prioritized than taking the benefit of conducting isbat marriage. For this reason, it 

is necessary to take the equitable policy by carrying out the reformulation of isbat 

marriage strictly in accordance with development of time, namely: first, 

unregistered marriages that can be legalized are unregistered marriages conducted 

before 2015. This is happened because of Religious Affairs Office (KUA) in 

District has been carried out free marriage effectively since 2015, both the poor and 

the rich. Second, the Judge in Religious Court must reject the unregistered marriage 

conducted after 2015 and ask those who did it to marry in Religious Affairs Office 

(KUA). Third, the children who was born by unregistered marriage is requested the 

determination of parentage. This solutions aimed to awareness of law to register 

their marriage into Religious Affairs Office (KUA). Finally, the flaw is disappeared 

and benefit guaranteed. 
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